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ABSTRAK 

Penjatuban putusan terhadap Anak pelaku pencabulan terhadap anak menurut 

Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbm 

di~ pada ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP yang mengesampingkan Pasal 

76Ej,mch) Pasa182 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UUPA) 

sc,bagai la sp,clalls. Rumsuan masalah dalam penelitian lni adalah, pertama, _apa 

yang 1Del\iadi dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis bakim daJam 

menjatuhkan putusan yang mengesampingkan asu lex ,peclalll derogat~ kgl 

gentrali tcrbadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terbadap anak yang 

pingsan/tidak bcrdaya ? kedua, apa akibat hukumnya ? dan ketlga, terkait 

bagaimana scharusnya Hakim memutus di masa mendatang ? Penelitian ini ·adaJab 

penelitiail hukum nonnatif dengan sumber bahan hukum dari data_ sekunder yang 

diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menwijukkan bahwa, dasar 

pertimbangan secara yuridis olch Hakim keliru karena ketentuan Pasal 290 ke-1 

KUHP banya dapat diterapkan apabila korban adalah korban .perempuan dewasa, 

bubn 8D8k. Terbadap pertimbangan non yuridis, perbuatan Anak mengakibatkan · 

selaput perawan Anak Korban tidak utuh lagi, tetapi Anak bcrterus terang dan 

menycsali perbuatannya. Akibat hukumnya adaJah ketidakadilan bagi Anak 

Korban ~ ·Anak dipidana lebih ringan menurirt KUHP, serta tcrabaikannya 

bak asasi Anak Korban atas pemenuhan perlindungan dari kekerasan seksual oleh 

negara. Putusan Hakim yang seharusnya di masa mendatang adalah penjatuhan 

pidana sebcrat;.beratnya menurut ketentuan ·fasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) 

UUP A bukan menurut Pasal 290 ke-1 KUHP, serta diterbitkan s~ Edaran 

Mabkaroah Agung tentang himbauan terbadap para Hakim agar memperhatikan 

sccan saksaroa lcctentuan·Pasal 16Bjuncto Pasal 82 ayat (1) UUPA yang secara 

spesialis lebih tepat dan lebih adil bagi Anak Korban untuk diterapkan pada Anak. 

Kata KDnci : Anak,· Anak Korban,· Lex Specialis Derogat Legi Generali; 

Pencabulan,· Perlindungan Analc,· Perti~bangan Hakim. 
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ABSTRACT 

The imposition of a decision on a child who abuses a child according to the Prabumulih 
District Court Decision Number I0/Pid.Sus-Anak/20 19/PN.Pbm is•based on the provisions of 
the Article 290 the 1st of the Criminal Code which overrides the Article 76E juncto the 
Article 82 paragraph (I) of the Acto on Child Protection ( Ull/1 A) as a lex special is. The 
fonnulation of the problem in this study is related to the basis of juridical and non-juridical 
considerations of the judges in making decisions that override the principle of lex specialis 
derogate legi genera/; against the child who committed sexual abuse against a child who was 
unconscious/powerless, the legal consequences, and the decisions that should be"lhade in the 
future. This study is a nom1ative legal study with legal material sources obtained from the 
secondary data of literature studies, with a deductive conclusion drawing technique. The 
results of this study indicate that the judge's juridical basis for consideration is wrong because 
the provisions of the Article 290-1 of the Criminal Code can only be applied if the victim is 
an adult female victim, not a child. Against non-juridical considerations that 'the child's 
actions resulted in the victim's virgin membranes being no longer intact, but the perpetrator 
was honest and regretted his actions. The legal c<;>nsequence of setting aside the principle of 
lex specialis derogate legi generali'is injustice to the child victim because the child is subject 
to less severe punishment accoraing to the Criminal Code, and the neglect of the rights of the 
child victim to fulfill protection from sexual. vi_olence by·· the state. The judge's decision that 
should be implemented in the fuffire is tli~:.; iqiposition :,of the most severe punishment 
according to the provisions of the ,&ticie 76E ju~sto the Aipcle 82 paragraph ( 1) UUP A not 
according to the Article 290 the · 1~'. of the Ct:irj:tinal Corde, as well as the issuance of a 
Supreme Court Circular Letter rega,;~9~ a~Jpj#al to /udges to pay close attention to the 
provisions the Article 76E in conjuncfiori·)~th:the Article 82 paragraph (1) UUP A which is 
specifically more appropriate and fairer for Child Victim to be applied to a child. 

Keywords: Child; Child Victim; L~x Specialis Derogq_t L~gi:Generali; 
Fornication; Child Protectioni Judge's (;onsideration. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi 

tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya 

berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum 

(rechtsstaat) sebagaimana tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan demikian, 

negara yang berdasar atas hukum pasti bukanlah negara atas kekuasaan.1 Oleh 

karena itu, hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya, dengan tujuan untuk 

mengadakan keselamatan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, serta dalam 

rangka memberi perlindungan bagi setiap warga negara baik dewasa dan anak.2 

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti 

sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, 

yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembagunan yang 

berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali 

Indonesia.3 Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya 

insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil 

dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya 

                                                           
1 La Ode Husen dan Husni Thamrin, 2018, Hukum Konstitusi : Kesepakatan (Agreement) 

dan Kebiasaan (Custom) sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan, Makassar: SIGn, hlm. 69. 
2 Kiza Agnesia Krisna, 2018, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta : Deep Publish, hlm.3. 
3 Nashriana, dikutip dalam : Ibid., hlm.1. 
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perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat 

berpartipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.4 

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang 

anak. Hal-hal yang diatur dalam hukum anak meliputi: sidang pengadilan anak, 

anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, 

kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan 

anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya.5 

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat 

perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah 

dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, 

iamelakukan perbuatan tidak baik, sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang 

lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, 

sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan 

pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong 

bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.6 

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak 

juga turut andil melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang 

dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa prilaku kriminalitas 

dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain 

dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah 

                                                           
4 Hammi Farid, dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di 

Bawa Umur”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial”, Vol. 7, No. 1, 2022, 

e-ISSN : 2614-5642, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik, hlm. 246. 
5 Maidin Gultom, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Jakarta : 

Refika Aditama,  hlm. 1.   
6 Ibid. 



3 

 

bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana. Namun, Negara 

membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan 

oleh anak, Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap 

anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan 

secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA), yaitu 

nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan 

hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.7 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi menjadikan interaksi 

sosial semakin intens, sehingga dapat saja terjadinya perbuatan kriminal yang 

dilakukan oleh anak-anak bahkan sampai melakukan kejahatan berupa pencabulan 

yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak yang melakukan 

tindak pidana tersebut.8 Tindak pidana pencabulan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 286 KUHP dan Pasal 290 KUHP9. 

Ketentuan Pasal 286 KUHP menyatakan : “Barang siapa bersetubuh dengan 

seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam 

                                                           
7Ibid., hlm. 3. 
8 Ony Rosifany, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah 

Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”, Jurnal Legalitas, Vol. 5, No. 2, Desember 

2020, e-ISSN : 2548-8244, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, hlm. 97. 
9 I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, dkk., “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 

Pencabulan Terhadap Anak”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021, Fakultas Hukum 

Universitas Warmadewa Denpasar, hlm. 358. 
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keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan tahun”. Kemudian ketentuan Pasal 290 KUHP, menyatakan : 

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 

1.  barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal 

diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 

2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumya belum 

lima belas tahun atau kalau umumya tidak jelas, yang bersangkutan 

belum waktunya untuk dikawin: 

3.  barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya 

harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau 

umurya tidak jelas yang bersangkutan atau yang bersangkutan belum 

waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang 

lain.” 

 

Berdasarkan kedua ketentuan dia atas maka korban tindak pidana pencabulan 

dapat merupakan wanita dewasa atau seseorang yang belum berumur 15 tahun yang 

mana dapat dikategorikan sebagai anak.  

Berdasarkan UUPA, tindak pidana pencabulan bagi korban anak diatur dan 

diancam pidana dalam ketentuan Pasal 76D juncto Pasal 81 dan Pasal 76E juncto 

Pasal 82 UUPA10 sebagaimana masing-masing berbunyi : 

Pasal 76D juncto Pasal 81 UUPA : 

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan 

memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” 

 

“ 1.  Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula 

bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

                                                           
10 Muhammad Iqbal Lubis dan Ida Keumala Jempa, “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap 

Anak Di Bawah Umur (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)”, Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 5, No. 1 Februari 2021, e-ISSN : 2597-6893, Fakultas 

Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, hlm. 183. 
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serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga 

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 

 

Pasal 76E juncto Pasal 82 UUPA : 

 

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, 

atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul.” 

 

“ 1.  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2.  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga 

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka UUPA mengatur secara lebih 

khusus apabila korban tindak pidana pencabulan adalah anak, dengan ancaman 

pidana yang lebih berat daripada yang diatur dalam KUHP yang mengancam pidana 

penjara bagi pelaku paling lama 7 (tujuh) tahun sedangkan UUPA mengancam 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, 

bahkan dilekati dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) yang tidak diatur dalam KUHP. Hal ini memperlihatkan bahwa 

dikarenakan UUPA mengatur secara lebih khusus dan definitif apabila korban 

adalah anak, maka UUPA merupakan ketentuan khusus berdasarkan asas lex 

specialis derogat legi generali, yang artinya ketentuan-ketentuan yang didapati 

dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan 
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hukum khusus tersebut11, atau peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh 

peraturan yang bersifat khusus.12 Asas lex specialis derogat legi generali dikenal 

pula dalam KUHP yaitu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan : “Jika 

suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam 

aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. 

Dikarenakan KUHP belum pula mengatur secara definitif bahwa seseorang 

yang belum berumur 15 tahun adalah seorang anak, maka kemudian terdapat 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(selanjutnya disebut UU SPPA) yang mengatur mengenai kategori anak baik 

sebagai korban demikian pula sebagai pelaku tindak pidana. UU SPPA mengatur 

yang disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana 

pengertiannya dalam Pasal 1 ayat (2) UU SPPA terbagi menjadi anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 

menjadi saksi tindak pidana. Khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan 

hukum, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi, belum berumur 

18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

Contoh kasus yang mana anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang 

diduga melakukan tindak pidana (Anak) pencabulan dengan korban anak didapati 

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus-

Anak/2019/PN.Pbm dengan terdakwa Anak yaitu Ramadan Singgih bin Sugiyatno 

yang berumur 15 (lima belas) tahun. Dalam kronologinya, pada tanggal 7 Juni 2019 

                                                           
11 Bagir Manan, 2018, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta : FH UII Press, hlm. 56. 
12 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 2021, Perundang-Undangan Dan 

Yurisprudensi, Edisi Kedua, Bandung: Alumni, hlm. 16. 
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sekitar pukul 13.30 WIB Anak Korban yaitu Inge Rosalina binti Abdul Aris 

bertemu dengan anak saksi Sandi di depan Gereja Santa Maria Kota Prabumulih 

dan Sandi mengenalkan Anak Korban kepada terdakwa. Kemudian terdakwa 

mengajak Anak Korban ke Terminal Kota Prabumulih. Di dalam terminal, 

terdakwa mengajak Anak Korban untuk minum minuman keras yang disetujui oleh 

Anak Korban hingga Anak Korban mabuk dan tidak sadarkan diri untuk kemudian 

terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong. Dalam keadaan tidak 

sadarkan diri, terdakwa mencabuli Anak Korban untuk kemudian mengabadikan 

perbuatan tersebut dengan kamera handphone miliknya. Kemudian Anak Korban 

sadarkan diri dan diantar pulang oleh terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 9 Juni 

2019, terdakwa mengirim foto payudara Anak Korban ke Anak Korban melalui 

whatsapp yang mana dilihat oleh saksi Suhartini binti Sartika yang kemudian 

melaporkannya kepada Polisi. 

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa secara alternatif baik berdasarkan 

UUPA pada Pasal 76D juncto Pasal 81 dan Pasal 76E juncto Pasal 82 serta 

berdasarkan KUHP pada Pasal 286 dan Pasal 290. Kemudian dalam amarnya, 

Terdakwa diputus dengan Anak dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 

karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

pencabulan terhadap orang yang pingsan/tidak berdaya sebagaimana dakwaan 

Kedua Subsidair (Pasal 290 ke-1 KUHP). 

Sebagaimana diketahui, untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, telah 

terdapat perangkat hukumnya, yaitu UUPA sebagai ketentuan khusus, sehingga 

sepanjang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak sedapat mungkin diterapkan 
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ketentuan khusus tersebut, sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali 

yang mana artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang 

yang bersifat umum. Akan tetapi dalam kasus ini, UUPA sebagai lex specialis telah 

dikesampingkan oleh hakim karena justru putusan hakim didasarkan kepada KUHP 

sebagai lex generalis. Tentunya dasar pertimbangan hakim memutus berdasarkan 

KUHP menjadi suatu pertanyaan, mengingat UUPA pada dasarnya mengatur secara 

khusus mengenai pengaturan dan ancaman pidana bagi pelaku baik dewasa atau 

Anak dengan korban anak, sedangkan KUHP tidak memberi definisi khusus 

mengenai anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai terduga pelaku, saksi, 

atau korban tindak pidana sebagaimana terdapat dalam UUPA. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu 

dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim dalam 

menjatuhkan putusan yang mengesampingkan asas lex specialis derogate legi 

generali terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang 

pingsan/tidak berdaya ? 

2. Apa akibat hukum yang timbul apabila Hakim memutus Anak pelaku tindak 

pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya dengan 

mengesampingkan asas lex specialis derogate legi generali ?  

3. Bagaimana seharusnya Hakim memutus Anak pelaku tindak pidana 

pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya di masa mendatang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan pada rumusan masalah  di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan dasar pertimbangan yuridis dan non 

yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengesampingkan asas lex 

specialis derogate legi generali terhadap Anak pelaku tindak pidana 

pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya. 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum yang timbul apabila 

Hakim memutus Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang 

pingsan/tidak berdaya dengan mengesampingkan asas lex specialis derogate 

legi generali. 

3. Untuk menganalisis dan menjelaskan putusan yang seharusnya dijatuhkan  

Hakim terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang 

pingsan/tidak berdaya di masa mendatang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis/Akademis  

a. Dapat  menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum 

terutama yang akan mengkaji pengesampingan asas lex specialis 

derogate legi generali terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan 

terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya; 

b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas 

Sriwijaya Palembang dan menjadi sumber pengetahuan bagi para 

peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembentuk undang-undang, agar temuan-temuan dalam penelitian 

ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, 

atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan 

perundang-undangan yang sudah ada terkait pengesampingan asas lex 

specialis derogate legi generali terhadap Anak pelaku tindak pidana 

pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya; 

b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim dalam menjatuhkan 

putusan, agar temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan dasar 

petimbangan yang adil dan tepat bagi Anak demi kepastian hukum dan 

menghindari disparitas putusan; 

 

E. Kerangka Teori 

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah, yaitu : 

1. Grand Theory 

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori 

negara hukum. 

a. Teori Keadilan 

Mengenai keadilan, Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu 

pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak 

persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia 

sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua 

orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional 

memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan 
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prestasi yang telah dilakukanya.13 Teori keadilan menurut Aristoteles membagi 

keadilan menjadi tiga yaitu :14 

a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai 

dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi 

dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu; 

b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang 

satu dan yan lain atau antara warganegara yang satu dengan warga 

negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal 

antara warga yang satu dengan warga yang lain; 

c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu 

distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi 

antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran 

distribusi itu.15 

Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, berpandangan 

bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat 

mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat 

menemukan kebahagian didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang 

bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-

aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa 

keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu.16 

                                                           
13Aristoteles, dikutip dalam : Eko Handoyono dan Puji Lestari, 2018, Pendidikan Politik, 

Yogyakarta: Pohon Cahaya, hlm. 11. 
14Ibid., hlm. 12.  
15 Ibid., hlm. 123. 
16 Hans Kelsen, dikutip dalam : Ibid., hlm. 25.  
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Teori keadilan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai 

putusan yang seharusnya dijatuhkan Hakim terhadap Anak pelaku tindak pidana 

pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya di masa mendatang. 

b. Teori Negara Hukum 

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”. Istilah 

lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah “the rule of law”, yang 

juga digunakan untuk maksud “negara hukum”.17  Sementara itu, Muhammad 

Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan “rechtsstaat” atau 

“government of law”, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: 18 

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah 

dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum 

(rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, 

bukanlah negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan 

badan melakukan sewenang-wenang”. 

 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, 

selain istilah rechtsstaat untuk menunjukkan makna negara hukum, juga dikenal 

istilah the rule of law. Namun istilah the rule of law yang paling banyak digunakan 

hingga saat ini.19 Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni rechtsstaat 

dan the rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang 

berbeda. Istilah rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk menentang 

absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum 

kontinental yang disebut civil law. Sebaliknya, the rule of law berkembang secara 

evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum common law. Walaupun demikian, 

                                                           
17 Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : S. Mertokusumo, 2019, Mengenal Hukum: Suatu 

Pengantar, Jakarta : Maha Karya Pustaka, hlm. 30. 
18 Muhammad Yamin, dikutip dalam : Ibid., hlm. 72. 
19 Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : Ibid., hlm. 31. 
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perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada 

sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.20 

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah 

rechtsstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu : perlindungan hak asasi 

manusia; pembagian kekuasaan; pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 

peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri 

penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of 

Law”, yaitu : supremasi hukum (supremacy of law); persamaan dalam hukum 

(equality before the law); dan asas legalitas (due process of law).21 

Teori negara hukum digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai akibat 

hukum yang timbul apabila Hakim memutus Anak pelaku tindak pidana pencabulan 

terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya dengan mengesampingkan asas lex 

specialis derogate legi generali. 

2. Middle Range Theory 

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan 

menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory. Middle range theory 

dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori pertimbangan 

hakim. 

a. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus 

pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab 

                                                           
20 Ibid., hlm. 72. 
21 Julius Stahl dan A.V. Dicey, dikutip dalam : Ibid., hlm. 73. 
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secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika 

suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti 

dan logis. 

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya 

mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan 

penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang 

melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang 

akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk 

mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari 

hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan 

kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi 

setiap orang.22 

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama, 

mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang 

konkret. Artinya, pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum 

dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti 

keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan 

Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh 

aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, 

kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada 

                                                           
22 Ibid., hlm. 270. 
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alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum 

positif adalah satu-satunya hukum.23 

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah 

mengenai akibat hukum yang timbul apabila Hakim memutus Anak pelaku tindak 

pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya dengan 

mengesampingkan asas lex specialis derogate legi generali. 

b. Teori Pertimbangan Hakim 

Mengenai teori pertimbangan Hakim, pokok kekuasaan kehakiman diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam Undang-Undang 

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 

Kehakiman). UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang 

bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 

ayat (1) UU Kehakiman, yang berbunyi :  

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 

1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” 

 

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kehakiman, menyatakan bahwa : 

“Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.” 

 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan 

ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur 

                                                           
23 L.J. Van Apeldoorn, dikutip dalam : Abdulkadir Muhammad, 2020, Etika Profesi Hukum, 

Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 82. 
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tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam 

UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak 

mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.24 

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak 

(impartial jugde) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehakiman. Istilah 

tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya 

hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah 

dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU Kehakiman 

pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan 

tidak membeda-bedakan orang”.25 

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 

tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih 

dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi 

penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang 

berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa 

tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh 

menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal 

ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kehakiman,26 yaitu :  

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, 

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” 

 

                                                           
24 Adami Chazawi, 2022, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, hlm. 94. 
25 Ibid, hlm. 95.  
26 Ibid. 
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Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu 

pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam 

memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup 

dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,27 yaitu : “Hakim wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat”. 

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

mengenai dasar pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis dalam menjatuhkan 

putusan yang mengesampingkan asas lex specialis derogate legi generali terhadap 

Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya. 

3.  Applied Theory 

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum 

tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut 

Utrecht, asas hukum (recht beginsel) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum 

yang mengkualifikasikan (kwalificeren) beberapa peraturan hukum, sehingga 

peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga 

hukum.28Applied theory dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum 

pidana. 

Istilah kebijakan diambil dari istilah policy (Inggris) atau politiek (Belanda). 

Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan 

                                                           
27 Ibid. 
28 Utrecht, dikutip dalam : Ishaq, 2018, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 

hlm. 153. 
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peraturan perundang-undangan.29 Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti 

kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. 

Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang 

tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang 

disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (the other sentencing 

authorities) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana 

yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.30 

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah 

perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis 

sanksi (strafsoort) dan lamanya masa pidana (strafmaat) yang tepat bagi setiap 

pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta 

menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (strafmodus) 

dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.31 Dalam konteks kebijakan hukum pidana 

(penal policy) menurut Marc Ancel, penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni 

yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan 

hukum positip dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak 

hanya kepadapembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang 

menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan 

pengadilan.32 

                                                           
29 A.G. Anshori, 2018, Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, hlm.157. 
30 John Kenedi, 2020, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan 

Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 56. 
31 Ibid., hlm.34. 
32 Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, Ibid. 
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Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menganalisis rumusan 

masalah mengenai putusan yang seharusnya dijatuhkan Hakim terhadap Anak 

pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya di masa 

mendatang. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam tesis ini, sebagai berikut :  

1. Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, diasosiasikan kepada 

anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana. 

2. Anak yang berhadapan dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 

UU SPPA, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi 

korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.  

3. Anak yang berkonflik dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 

SPPA, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

4. Asas lex specialis derogat legi generali, merupakan asas preferensi yang 

dikenal dalam ilmu hukum, adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana 

yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa 

(hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.33 Purnadi Purbacaraka 

dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah bahwa 

                                                           
33 Shinta Agustina, 2020, Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex 

Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Padang : LPPM-Unand, hlm.42. 
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terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang 

menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula 

diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau 

lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.34 

 

G. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu kegiatan ilmiah 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin 

hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum 

yang diteliti.35 

2. Pendekatan Penelitian 

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Pendekatan Filosofis (Philosophical Approach) 

Pendekatan filosofis dalam penelitian hukum berupaya mencari 

kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang 

terjadi. Dalam pendekatan filosofis perlu dipertimbangkan alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan 

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana 

                                                           
34 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, dikutip dalam : Ni‟Matul Hudan dan R. 

Nazriyah, 2019, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Bandung: Nusa Media, 

hlm. 8. 
35 Zainuddin Ali, 2019, Metode Penelitian Hukum, Rawamangun: Sinar Grafika, hlm. 47. 
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kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan 

Pembukaan UUD 1945.36 

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-

aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,37 untuk memperoleh deskripsi 

analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum. Melalui 

pendekatan perundang-undangan akan diketahui adakah konsistensi dan 

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau 

antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan 

undang-undang.38 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik 

hukum39, yang mana didapati pada contoh kasus berdasarkan Putusan 

Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbm. 

d. Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach) 

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju 

bagaimana konsep atau rancangan peraturan perundang-undangan yang akan 

                                                           
36 Abdul Kadir Muhammad, 2019, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, hlm. 1. 
37 Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm. 302. 
38 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group,  hlm. 93. 
39 Zainuddin ALi, Op. Cit., hlm. 304. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945
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diberlakukan di masa mendatang.40 Pendekatan futuristik ini diperlukan 

dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana kebijakan hukum pidana 

terhadap pengesampingan asas lex specialis derogate legi generali terhadap 

Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak 

berdaya di masa mendatang. 

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum 

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan41, yang 

dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier.42 

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)); 

                                                           
40 Michael Bogdan, 2020, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, terjemahan Derta Sri 

Widowatie, Bandung : Nusa Media, hlm. 123. 
41 Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang 

sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-

dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit., 

hlm.122. 
42 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi 

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum 

sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, 

dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa 

bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan 

non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, 

Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-

hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum 

ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum 

normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 143-144. 



23 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4235) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 

297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332); 

5. Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus-

Anak/2019/PN.Pbm. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk 

memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara 

lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada 

relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, 

ensiklopedia, dan sebagainya yang yang ada relevansinya dengan isu 

hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan 

dan mutakhir. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi 

kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, 

dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.  

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum 

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan 

inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan permasalahan hukum. Setelah bahan-bahan hukum dari studi 

kepustakaan diperoleh, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan 

cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum 

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan-bahan hukum 

secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih 

serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interprestasi bahan 

penelitian.43 Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis rumusan masalah, 

untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai 

bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir 

deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik 

                                                           
43 Ibid., hlm. 127. 
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kesimpulan yang bersifat khusus.44 Dalam penarikan kesimpulan dengan logika 

berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses 

yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum 

yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian 

dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang 

dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan 

hukum.45 

                                                           
44 Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 8.   
45 Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm. 120. 
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